PAGE  
1

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 

Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelengaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelengaraan dan pengelolaan Pemerintah. 
Kekayaan Negara yang dikelola Pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya, pertanggungjawaban atas pengunaan dana Pemerintah seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendristribusian dana yang merata pada semua sektor publik baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten maupun BUMN/BUMD, sehingga efektivitas dan efesiensi penggunaan dana dapat dipertanggung jawabkan.
Sehingga dalam pengawasannya perlu dilaksanakan audit di sektor publik (Pemerintahan) oleh lembaga audit yang independen yang benar-benar mempunyai integeritas yang bisa dipertanggunjawabkan kepada Pemerintah sebelum di audit oleh auditor eksternal. Penyelenggara auditing sektor publik (Pemerintahan) tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 64 Tahun 2005, dilakukan oleh auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang meliputi auditor di lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawas LPND, Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten.  

Guna menunjang pelaksanaan auditnya sebagai APIP, maka dalam melaksanakan tugas auditnya berpedoman pada Kode Etik dan Standar Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menpan Nomor : PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Peraturan Menpan Nomor :PER/05 /M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit APIP. 

Khusus Auditor BPKP adalah akuntan pemerintah, auditor BPKP memainkan peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diemban. auditor pemerintah (BPKP) merupakan anggota Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (BUMN/BUMD) sebagaimana di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena itu auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan mentaati kode etik akuntansi Indonesia dan standar audit sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan IAI. 
Pada pedoman kode etik akuntan 2008 yang diterbitkan oleh IAI pasal 1 ayat (2) dan Peraturan Menpan Nomor :PER/04/M.PAN/03/2008 perihal Kode etik APIP  pada lampiran huruf D dan E, menegaskan bahwa sertiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas yang tinggi dalam menjalankan  setiap tugasnya. Dalam mempertahankan integritas setiap anggota akan tetap mempunyai kejujuran, komitmen, tegas dan tanpa prestensi dan mempertahankan obyektifitas, maka diharapkan bagi setiap anggota akan bertindak adil tanpa dipengeruhi oleh tekanan atau permintaan tertentu maupun kepentingan pribadinya dalam pekerjaan yang dilaksanakanya, sehingga kinerja yang dihasikan akan menjadi lebih baik.
Akhir-akhir ini muncul issue yang sangat menarik yaitu pelanggaran etika oleh akuntan baik ditingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia issue ini berkembang seiringan dengan adanya pelanggaran etika baik yang dilakukan oleh akuntan pubik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Contoh kasus ini adalah tertangkapnya oknum BPK Jabar berinisial G dan S Kasub Audit Jabar III yang diduga menerima uang suap atas Audit Pemkot Bekas, pelaku tertangkap basah oleh KPK saat melakukan proses penyerahan uang sebesar Rp. 100 juta yang disimpan dalam bakul (Sriwijaya Post rabu, 23 Juni 2010). Kasus lainnya adalah kasus penyuapan yang telah dilakukan oleh pejabat KPU yaitu Mulyana W Kusuma kepada Khairiansah yang merupakan salah satu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ahmad Alwani (2007), Mulyana tertangkap basah oleh seorang petugas KPK membawa sejumlah uang yang diduga akan digunakan untuk menyuap Khaeriansah yang menjadi auditor dalam pemeriksaan keuangan di KPU. 

Kejadian-kejadian tersebut dapat dmenyebatkan lembaga-lembaga fungsional pemeriksa keuangan negara seperti BPK dan BPKP dikatakan sudah tidak memadai lagi untuk menjalankan fungsinya sebagi Control And Audit Buggetting. Pamor lembaga ini akan kian memudar sebagai lembaga yang bertugas mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara dari penyalahgunaan. 
Setiap manusia ingin berprestasi dalam segala hal, tidak terkecuali berprestasi dalam pekerjaan, saat ini keberhasilan kerja seseorang tidak di tunjang oleh kecerdasan intelektual /intelligence Quotient (IQ) saja. sebagai salah satu tolak ukur kecerdasan, yang juga sering dijadikan parameter keberhasilan dan kesuksesan kinerja Sumber Daya Manusia, digugurkan oleh munculnya konsep atau paradigma kecerdasan lain yang ikut menentukan terhadap kesuksesan dan keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Hasil survey statistik dan penelitian yang dilakukan Lohr, yang ditulis oleh Krugman dalam artikel ”On The Road on Chairman Lou” (The New York Times 26/6/1994) dalam Umi Umini (2009), menyebutkan bahwa IQ ternyata sesungguhnya tidak cukup untuk menerangkan kesuksesan seseorang, ketika skor IQ dikorelasikan dengan tingkat kinerja dalam karier mereka, taksiran tertinggi untuk besarnya peran selisih IQ terhadap kinerja adalah 25 %, bahkan untuk analisi yang lebih seksama yang dilakukan American Psycological Press  (Lohr, 1997) angka yang lebih tepat bahkan tidak lebih dari 10 % atau bahkan hanya 4 %. Hal ini berarti bahwa IQ paling sedikit tidak mampu 75 %, atau bahkan 96 % untuk menerangkan pengaruhnya terhadap kinerja atau keberhasilan seseorang, serta menurut penelitian yang dilakukan Goleman menyebutkan pengaruh IQ hanyalah sebesar 20 % saja, sedangkan 80 % dipengaruhi oleh faktor lain termasuk didalamnya EQ (Emotional Quotient). Sehingga dengan kata lain IQ dapat dikatakan gagal dalam menerangkan atau berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang.
Untuk menciptakan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia yang optimal, dan dalam menyikapi tantangan abad 21, menurut Prof. Dadang Hawari guru besar dan pakar Psikologi UI dalam Umi Umini (2009), kemampuan intelektual (IQ) dan interpesonal (EQ) saja tidaklah cukup, tanpa disertai dengan kemampuan religiusitas (SQ). 
Menurut Goleman (2001:512), Emontional Quantient (EQ) adalah kemapuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, seta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dengan kecerdasan emosional yang baik seseorang dapat berbuat tegas mampu membuat keputusan yang baik walaupun mereka dalam keadaan tertekan, selain itu dengan kecerdasan emosional seseorang dapat menunjukan integritasnya. Orang dengan kecerdasan emosional yang baik mampu berpikir jernih walaupun dalam tekanan, bertindak sesuai etika, berpegang pada prinsip dan memiliki dorongan berprestasi. Selain itu mereka juga mampu memahami persepektif atau pandangan orang lain dan dapat mengembangkan hubungan yang dapat dipercaya.
Menurut Triantoro (2007:14), Spritual Quotient (SQ) adalah kemampuan memberikan makna spritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan serta mampu menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif. Sumber daya yang beriman adalah seorang yang percaya adanya malaikat yang mencatat segala perbuatan yang baik maupun yang tercela, serat tahu dimana yang salah dan haram (sukidi dalam Ahmad Alwani (2007)).

Tanpa ada pengendalian atau kematangan emosi (EQ) dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Keimanan dan ketakwaan) (SQ), sangat sulit bagi auditor untuk dapat bertahan dalam tekanan frustasi, stress, menyelesaikan konflik yang sudah menjadi bagian atau resiko profesi dan memikul tanggung jawab seperti apa yang diatur dalam Kode Etik sebagai Auditor, serta tidak untuk menyalahgunakan kemampuan dan keahlian yang merupakan amanah yang dimilikinya kepada jalan yang tidak dibenarkan. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap hasil kinerja mereka (mutu dan kualitas audit) atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kecurangan dan manipulasi terhadap tugas yang diberikan.
kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual merupakan landasan dasar dari kecerdasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

”Pengaruh Kecerdasan Emosinal dan Kecerdasan Spritual Auditor terhadap kinerja Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan ?

2. Apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual secara parsial berpengaruh terhadap kinerja auditor pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan?
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka peneliti akan membatasi masalah hanya sebatas kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual auditor terhadap kinerja auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan, data yang digunakan berupa data absensi dan lainnya tahun 2010.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Auditor pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat: 
1. Bagi Peneliti
 Sebagai  penerapan teori-teori, praktik dan pengetahuan yang telah didapatkan selama ini 

2.  Bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Memberikan bukti ada tidaknya pengaruh kecerdasan emosinal dan kecerdasan spritual terhadap kinerja auditor pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, sehingga dapat memberikan masukan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dengan lebih memberikan perhatian dan pelatihan terkait dengan pengembangan kecerdasan emosinal dan spritual bagi auditor, sehingga dapat bekerja lebih optimal, beritegeritas dan bertanggung jawab.

1.6 Sistematika Penulisan
Dalam menyusun laporan ini peneliti membuat garis besar dari apa yang   dituangkan, adapun sistematika penulisannya akan dibagi dalam lima bab ditambah dengan lembaran lampiran dimana urutannya sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian kecerdasan emosional, pengertian kecerdasan Spritual, pengertian  kinerja auditor, Kerangka pemikiran.
BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai objek penelitian, lokasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi dan uraian tugas antara para sub bagian dalam struktur organisasi serta penulis akan membahas hasil penelitan yang telah dilaksanakan pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan apakah ada pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual auditor terhadap kinerja auditor.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bab terakhir yang akan mengemukakan simpulan dari hasil pembahasan dalam bab IV, kemudian diberikan saran kepada objek yang diteliti.
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